2. Build Operate Transfer (BOT) merupakan salah satu skema pengadaan
jalan tol yang memberikan banyak keuntungan bagi Pemerintah. Namun
dalam peraturan perundang-undangan belum ada mengatur secara khusus
terkait perjanjian BOT (khususnya jalan tol). Maka dari itu, diperlukan
pembuatan peraturan berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
yang mengatur perjanjian BOT untuk menjamin kepastian hukum bagi

para pihak yang terlibat di dalamnya.
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